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MOTTO 

 

 
“Wa man yatawakkal „alallaaha fahuwa hasbuh, inallaaha baalighu amrih..” 

“Barangsiapa bertawakkal pada Allah, maka Allah akan memberikan 

kecukupan padanya, sesungguhnya Allah lah yang akan melaksanakan 

urusan (yang dikehendaki)-Nya.” (QS. Ath-Thalaq: 3). 
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RINGKASAN 

 

Munculnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah 

Daerah yang kemudian disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 

2014 Tentang Desa.Undang-Undang ini lahir sebagai dasar hukum yang 

memberikan kewenangan kepada Kepala Desa untuk mengatur dan mengurus 

Desa. Akan tetapi masalahnya, seiring dengan berjalannya waktu, Undang-

Undang ini pun dinilai bermasalah karena menganut prinsip open-list, dimana 

Desa dapat mengusulkan Jabatan kepala Desa menjadi lebih lama dan konsekuen 

untuk mengatur dan mengurus Desa, Konsekuensi empiris dari hal tersebut, 

Kepala Desa berlomba-lomba membangun Desa supaya menjadi Lebih baik  lebih 

maju, dan modern, Jabatan kepala desa di perpanjang gunanya untuk 

meningkatkan mutu Desa menjadi Lebih Baik. 

Salah satu cara yang dilakukan oleh pemerintah dalam merubah undang 

undang tentang Desa yang baru adalah untuk meningkatkan otonomi desa agar 

Kepala desa bisa leluasa mengurus dan mengatur desa menjadi lebih baik. 

Diharapkan dalam penerapan undang-undang desa yang baru kepala desa dapat 

menjalankan pemerintahan dengan konsekuen dan menjadikan desa yang maju 

dan modern, bisa menjadi lebih baik dan tertata. 

Sasaran pemerintah memperpanjang periode jabatan kepala Desa adalah 

agar kepala desa bisa mengatur dan mengurus desa dengan sebaik baiknya dan 

menjadikan desa yang maju dan moderen 

Sehingga Tidak ada lagi Desa yang tertinggal melainkan desa desa di 

Indonesia itu semua menjadi desa yang baik dan sejahterah, dengan demikian 

masyarakat senang tinggal di desa.  

Rumusan masalah meliputi 2 (dua) hal, diantaranya : 

pertama,Bagaimanakah Masa Jabatan Kepala desa apabila diperbandingkan antara  

undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintah Daerah dengan undang-

undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa: kedua. Apakah alasan pemerintah 

Menetapkan undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa.  
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Tujuan penulisan skripsi ini terbagi menjadi 2 (dua), yaitu : tujuan umum 

dan tujuan khusus. Tujuan umumnya yaitu untuk memenuhi dan melengkapi salah 

satu syarat dan tugas di dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas 

Hukum Universitas Jember, untuk mengembangkan ilmu pengetahuan hukum 

yang diperoleh dari perkuliahan yang bersifat teoritis dengan kenyataan yang ada 

di dalam masyarakat, untuk memberikan sumbangan pikiran yang berguna bagi 

kalangan umum, para mahasiswa Fakultas Hukum dan Almamater.Tujuan 

khususnya untuk mengetahui dan memahami apa yang dimaksud dengan periode 

masa jabatan kepala di indonesia dan perbandingan masa jabatan kepala desa 

antara undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah dengan 

undang-undang Nomor 6 tahun 2004 tentang desa.  

Penulisan skripsi ini, mengunakan tipe penelitian yang bersifat yuridis 

normatif serta mengunakan beberapa metode pendekatan yaitu metode pendekatan 

undang-undang (statute aproach) dan mengunakan pendekatan konseptual 

(conceptual approach). Sedangkan untuk bahan hukum penulis mengunakan 3 

bahan hukum, yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan non 

hukum analisa yang digunakan dalam penulisan ini yaitu metode perspektif. 

Berdasarkan hal tersebut diatas maka pemerintah desa harus mengelola 

desa dengan manajemen yang bagus, sehingga desa tersebut akan menjadi desa 

yang baik teratur dan teratasi. Sehingga masyarakat desa itu otonominya menjadi 

lebih maju Dan efektif. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Jabatan Ialah sekumpulan pekerjaan yang berisi tugas-tugas yang sama 

atau berhubungan satu dengan yang lain, dan yang pelaksanaannya meminta 

kecakapan, pengetahuan, keterampilan dan kemampuan yang juga sama meskipun 

tersebar di berbagai tempat.Dalam Menuju Pemerintah Desa Yang Mampu 

Menyelenggarakan Pelayanan Cepat Dan Prima Dalam Mendukung Terwujudnya 

desa Yang Sejahtera dan berbudaya Menuju Kemandirian Kelembagaan 

Kemasyarakatan Desa, Serta Tercapainya Good Local Governance Dan Clean 

Government.
1
 

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004dimana Kepala Desa dan BPD
2
 

hanya bisa menjabat paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan. (pasal 204) masa 

jabatan kepala desa adalah 6 (enam)  tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 

1 (satu) kali masa jabatan berikutnya. Hal Ini berbeda dengan Undang-Undang  

Desa yang baru masa jabatan Kepala Desa adalah 6 tahun dan dapat  menjabat 

paling banyak 3 (tiga) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara
3
 

berturut-turut (pasal 39). Ayat (1) Kepala desa memegang jabatan selama 6 

(enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan ayat (2) kepala desa sebagaimana 

di maksud pada ayat (1) dapat menjabat paling banyak 3 (tiga) kali masa jabatan 

secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut Demikian juga dengan masa 

jabatan Badan Permusyawaratan Desa, mereka bisa menjabat paling banyak tiga 

kali masa jabatan, baik secara berturut turut maupun tidak berturut-turut.

                                                           
1
Joe. 2011.Apa itu Jabatan Struktural dan Jabatan Fungsional PNS. Diakses: Rabu, 7 Maret 2012. 

Dari: http://perawattegal.wordpress.com/2011/01/03/apa-itu-jabatan-struktural-dan-jabatan-

fungsional-pns/ 
2
 Pasal  204 Undang-Undang Nomor 32 Tahun2004 Tentang Pemerintah Daerah 

3
 Pasal 39 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa 

http://perawattegal.wordpress.com/2011/01/03/apa-itu-jabatan-struktural-dan-jabatan-fungsional-pns/
http://perawattegal.wordpress.com/2011/01/03/apa-itu-jabatan-struktural-dan-jabatan-fungsional-pns/
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Apabila Jabatan Kepala Desa terlalu lama bias menyebabkan terjadinya 

karakter yang otoriter tindakan pengusa sewenang-wenang:di mana kekuasaan 

politik terkonsentrasi pada suatu pemimpin. Otoritarianisme biasa disebut juga 

sebagai paham politik otoriter, yaitu bentuk pemerintahan yang bercirikan 

penekanan kekuasaan hanya pada negara atau pribadi tertentu, tanpa melihat 

derajat kebebasan individu. Sebaliknya jika Masa jabatan Kepala Desa terlalu 

pendek (2 x jabatan) bisa menyebabkan visi misinya belum tercapai, sehingga 

kepala desa dalam menjalankan pemerintahan Desa itu kurang begitu maksimal,   

Berdasarkan uraian tersebut maka maka penulis menyatakan tertarik untuk 

menulis skripsi dengan judul „‟kajian yuridis periode jabatan kepala desa di 

Indonesia (perbandingan undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang 

pemerintah daerah dengan undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa)‟‟  

1.2 Rumusan Masalah 

1. Bagamainakah masa jabatan kepala desa Apabila di perbandingkan antara  

Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah 

Dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa?  

2. Apakah alasan pemerintah menetapkan jabatan kepala desa di perpanjang 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa? 

1.3 Tujuan penelitian 

Agar dapat memperoleh tujuan yang di harapkan maka dalam penulisan 

skripsi ini perlu menetapkan suatu tujuan penulisan, dari penulisan skripsi ini 

meliputi dua hal yaitu:  

1.3.1 Tujuan umum 

Tujuan umum pada penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk memenuhi dan melengkapi salah satu tugas dan persyaratan 

akademis guna mencapai gelar sarjana Hukum pada Fakultas Hukum 

Universitas Jember; 
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2. Untuk mengembangkan ilmu pengetahuan hukum yang telah diperoleh 

selama perkuliahan yang bersifat teoritis dengan realita yang ada di 

masyarakat; 

3. Untuk memberikan kontribusi dan sumbangan pemikiran yang berguana 

bagi masyarakat pada umumnya dan mahasiswa Fakultas Hukum 

Universitas Jember Serta almamater. 

1.3.2 Tujuan khusus 

Adapun tujuan khusus pada penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui masa periode jabatan kepala desa perbandingan undang 

undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah dan undang-

undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa  

2. Untuk mengetahui faktor di undangkan undang-undang Nomor 6 tahun 

2014 tentang desa  

1.4 Manfaat penelitian 

1. Untuk pengembangan ilmu hukum khususnya dalam kajian yuridis masa 

periode jabatan kepala desa. 

2. Untuk mengetahui masa periode jabatan kepala desa dan isi undang-undang 

Nomor 6 tahun 2004  tentang desa. 

1.5 Metode Penelitian 

Dalam pembuatan karya ilmiah khusunya skripsi tentu menggunakan 

metode penelitian. Metode tersebut digunakan untuk menganalisa terhadap obyek 

study agar kesimpulan akhir yang di peroleh mendekati kebenaran obyektif dan 

dapat di pertanggungjawabkan. Metode penelitian adalah suatu metode yang 

tersusun secara terarah dan sistematis sebagai cara untuk menemukan, 

menganalisa dan membandingkan permasalahan dan mendapatkan hasil yang 

maksimal. Metode penelitian ini meliputi 4 aspek yaitu tipe penelitian, pendekatan 

masalah, sumber bahan hukum dan analisa bahan hukum. 
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1.5.1  Tipe Penelitian 

  Tipe penelitian dalam skripsi ini menggunakan legal research (yuridis 

normatis), dalam tipe ini penelitian menitik beratkan pada pengkajian kaidah 

kaidah atau norma dalam norma hukum positif. Tipe penelitian yuridis normatif 

dilakukan dengan cara  berbagai aturan hukum yang bersifat formil seperti 

undang-undang, peraturan-peraturan serta literature yang berisi teoritis yang 

kemudian di hubungkan dengan permasalah yang akan di bahas dalam skripsi ini. 

Penulisan skripsi ini dikaji berdasarkan peraturan-perundangan-undangan yang 

berlaku kemudian dihubungkan dengan realita hukum yang ada. 

1.5.2 Pendekatan Masalah 

Tipe penelitian dalam skripsi ini menggunakan legal research (yuridis 

normatis), dalam tipe ini penelitian menitik beratkan pada pengkajian kaidah-

kaidah atau norma dalam norma hukum positif. Tipe penelitian yuridis normatif 

dilakukan dengan cara  berbagai aturan hukum yang bersifat formil seperti 

undang-undang, peraturan-peraturan serta literature yang berisi teoritis yang 

kemudian di hubungkan dengan permasalah yang akan di bahas dalam skripsi ini. 

Penulisan skripsi ini dikaji berdasarkan peraturan-perundangan-undangan yang 

berlaku kemudian dihubungkan dengan realita hukum yang ada. 

Penulisan skripsi ini menggunakan metode pendekatan perundan-

undangan (statute approach) yaitu pendekatan masalah dengan menelaah semua 

undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang 

ditangani. Dalam pendekatan undang-undang ini tidak terbatas pada satu produk 

hukum yang akan di kaji tetapi dapat dikaitkan dengan undang-undang lain yang 

saling berkaitan terhadap masalah yang terjadi. 

Dalam skripsi ini juga menggunakan pendekatan konseptual dan legal 

principle approach. Pendekatan konseptual mengadung makna bahwa pendekatan 

konseptual mengadung makna bahwa pendekatan yang beranjak dari doktrin-

doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Pendekatan legal principle 
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approach yaitu pendekatan yang beranjak dari asas-asas hukum yang berasal dari 

kehidupan masyarakat yang dianut dalam sistem ketatanegaraan. 

1.5.3 Sumber Bahan Hukum 

Sumber bahan hukum merupakan sarana untuk menganalisa atau 

memecahkan suatu masalah yang ada dalam suatu penelitian. Bahan Hukum yang 

di peroleh diharapkan dapat menunjang penulisan skripsi Sumber bahan hukum 

yang di gunakan dalam penulisan skripsi ini ada dua macam, yaitu : 

1.5.3.1 Bahan Hukum Primer  

Bahan hukum primer adalah semua aturan hukum yang di bentuk dan atau 

badan-badan pemerintah, yang demi tegaknya akan di upayakan akan berdasarkan 

daya paksa yang dilakukan secara resmi pula oleh aparat negara. Sifat bahan 

hukum primer bersifat autoratif artinya mempunyai otoritas, yang terdiri dari 

perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau hasil risalah dalam pembuatan 

perundang-undangan dan putusan presiden dan DPR. Bahan hukum primer dalam 

skripsi ini berupa :   

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. 

2. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah. 

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2014 Tentang 

Desa 

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 

Tentang Desa.  

1.5.3.2 Bahan Hukum Sekunder  

 Bahan hukum sekunder menurut soetandjo wignjosubroto adalah juga 

seluruh informasi tentang hukum yang berlaku atau yang pernah berlaku di suatu 

negara. Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang 

bukan merupakan dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku 

teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum dan komentar-komentar atas 

putusan DPR dan presiden. Bahan hukum sekunder lain yang dipergunakan dalam 
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skripsi ini adalah jurnal-jurnal hukum buku-buku literatur, dan tulisan-tulisan 

tentang hukum lainya. 

1.5.3.3 Bahan Non Hukum  

 Bahan non hukum merupakan sumber hukum non hukum yang di gunakan 

untuk melengkapi sumber-sumber bahan hukum primer dan sekunder yang masih 

di rasa kurang oleh penulis dalam menjawab rumusan masalah yang ada dalam 

penulisan skripsi tersebut. Bahan non Hukum yang di gunakan dalam penulisan 

skripsi ini adalah berupa buku tentang pedoman penulisan karya ilmiah dan 

bahan-bahan yang diperoleh dari kamus dan makalah selama masih relevan 

dengan kajian ilmiah yang di gunakan. 

1.5.4 Analisa Bahan Hukum 

Bahan hukum yang di analisa berupa peraturan perundang-undangan dan 

isu hukum yang berkembang. Selanjutnya hasil akan diinterprestasikan dengan 

menggunakan cara berfikir deduktif yaitu suatu cara mengabil kesimpulan yang 

berangkat dari pembahasan yang bersifat umum menuju pembahasan yangbersifat 

khusus. Langkah-langkah yang di gunakan dalam melakukan penelitian hukum 

seebagai  

berikut: 

1. Mengidentifikasi fakta dan mengeliminir hal-hal yang tidak relevan untuk 

menetapkan isu hukum yang hendak di tetapkan. 

2. Pengumpulan bahan-bahan hukum dan bahan-bahan non hukum yang 

sekiranya di pandang mempunyai relevansi dengan permasalahan. 

3. Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasrkan bahan-bahan 

hukum yang telah di kumpulkan. 

4. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab hukum. 

5. Memberikan preskripsi atau hal yang sebenarnya harus dilakukan 

berdasarkan argument yang telah di bangun dalam kesimpulan. 


